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Abstrak
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia men-
galami perkembangan yang signifikan. Lembaga ini berdiri dengan berkonsep meng-
hindarkan dari unsur-unsur aktivitas maupun transaksi yang di dalamnya terdapat 
unsur maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap), dan riba (bunga). Dalam 
aktifitas yang dilakukan oleh Koperasi Syariah, memiliki satu komponen yang di-
namakan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui atu-
ran manakah yang tepat untuk menjadi landasan bagiu Dewan Pengawas Syariah 
pada Koperasi Syariah. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan 
metode penelitian hukum normatif, Dimana penelitian ini juga dilakukan dengan 
pendekatan Undang-Undang, serta dengan teknis analisis deskriptif kualitatif serta 
berdasarkan pada bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-Undan-
gan dan didukung bahan hukum sekunder yaitu kajian kepustakaan seperti buku-
buku dan jurnal-jurnal. Dari penelitian yang dilakukan bahwa dapat dilihat bahwa 
peraturan yang tepat untuk menjadi rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah pada 
Koperasi Syariah ada pada Peraturan Perundang-Undangan terbaru. Hal ini dikaji 
dan diperdalam dengan menjelaskan asas-asas hukum yang menjadi teori dalam 
penelitian normatif ini.

Abstract
It is obvious that the improvement of sharia cooperatives in Indonesia has encoun-
tered critical turn of events. This organization was set up with the idea of keeping 
away from components of movement and exchanges in which there are components 
of maysir (betting), gharar (muddled), risywah (pay-offs), and usury (interest). In the 
exercises did by Sharia Cooperatives, it has one part called the Sharia Supervisory 
Board. This exploration was directed to discover which rules are proper to be the 
reason for the Sharia Supervisory Board in Sharia Cooperatives. This examination was 
directed by the writer utilizing regularizing legitimate exploration strategies, where 
this examination was additionally completed with a lawful methodology, just as with 
subjective elucidating investigation procedures and in view of essential lawful materi-
als as enactment and upheld by auxiliary lawful materials, specifically writing concen-
trates like books and diaries. From the examination directed, it very well may be seen 
that the right guidelines to be a reference for the Sharia Supervisory Board in Sharia 
Cooperatives are in the most recent Laws and Regulations. This is contemplated and 
extended by clarifying the legitimate rules that become the hypothesis in this stand-
ardizing research.
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1.	Pendahuluan 
Perkembangan koperasi syariah di In-

donesia memasuki fase terakhir, tercatat se-
cara signifikan dan continuitas tinggi dalam 
mengembangkan usahanya guna memenuhi 
kebutuhan setiap anggotanya (Muhammad 
Iqbal Fasa Darmawan, 2020, p. 86). Hal ter-
sebut terlihat dari banyaknya lembaga ini 
yang berdiri di setiap daerah. 

Jika dibandingkan dengan lembaga 
keuangan lainnya, perkembangan koperasi 
syariah terlihat paling menonjol. Berdasarkan 
data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 
hingga akhir tahun 2019 jumlah koperasi sy-
ariah atau koperasi simpan pinjam dan pem-
biayaan syariah (KSPPS) di seluruh Indonesia 
tercatat sekitar 4.046 unit (Wijaya Ahmad, 
2020) 

Koperasi syariah merupakan lembaga 
yang menjalankan kegiatannya dengan prin-
sip-prinsip syariah, artinya berdasarkan pada 
prinsip-prinsip syariat Islam sebagai berikut : 

a)	 Keanggotaan bersifat sukarela (tidak 
memaksa) dan terbuka; 

b)	  Keputusan ditetapkan secara 
musyawarah dan dilaksanakan secara 
konsisten dan konsekuen (istiqomah); 

c)	  Pengelolaan dilakukan secara 
transparan dan professional; 

d)	 Pembagian sisa hasil usaha dilakukan 
secara adil, sesuai dengan besarnya 
jasa usaha masing-masing usaha;

e)	 Pemberian balas jasa modal dilakukan 
secara terbatas serta professional 
dengan sistem bagi hasil; 

f)	 Jujur, amanah dan mandiri; 
g)	  Mengembangkan sumber daya 

manusia, ekonomi dan informasi 
secara maksimal; 

h)	 Menjalin dan menguatkan kerjasama 
di antara anggota, antar koperasi serta 
dengan dan atau lembaga lainnya.
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar 
Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Umum, 2013): 426.
Secara konseptual, koperasi syariah di-

jalankan dengan maksud untuk menghindar-
kan dari unsur-unsur aktivitas maupun tran-

saksi yang di dalamnya terdapat unsur maysir 
(judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap), dan 
riba (bunga) atau yang bisa disingkat menjadi 
“maghrib” (Imran Mohamad, 2021, p. 29). 
Oleh karenanya, keberadaan Dewan Pen-
gawas Syariah (DPS) sebagai bagian penga-
wasan suatu koperasi syariah menjadi sangat 
penting dalam rangka kepatuhan terhadap 
pelaksanaan konsep tersebut (Ana Nurwak-
hidah, 2020, p. 55). 

Sebelum berlakunya Peraturan Mente-
ri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang 
telah disempurnakan dengan Peraturan Men-
teri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menen-
gah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, DPS 
koperasi syariah hanya dijadikan semata-ma-
ta sebagai organisasi pelengkap dan simbol 
bahwa pada koperasi syariah tersebut terda-
pat figur yang mengawal praktek syariahnya. 

Figur yang mengisi posisi DPS pun di-
pilih dan diangkat tanpa mempertimbangkan 
pengetahuan dan pemahaman tentang prin-
sip syariah, tetapi hanya karena figur tersebut 
merupakan pemuka agama di lingkungan 
berdirinya koperasi tersebut (Duijf, 2021, p. 
451). 

Setelah diberlakukannya Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Me-
nengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Kope-
rasi, yang telah disempurnakan dengan Pe-
raturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/
XII/2017, keharusan koperasi syariah memi-
liki organ DPS sebagai pengawas semakin 
dipertegas dengan penerapan aturan berupa 
syarat menjadi DPS, jumlah DPS, tugas dan 
tanggung jawab DPS. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan 
Mikro, DPS diatur dalam Pasal 13, dimana 
mensyaratkan wajibnya DPS pada LKMS 
(Lembaga Keuangan Mikro Syariah), berikut 
tugas dari DPS (Apriyana & Hasbi, 2020, p. 
174). Pengaturan tentang DPS juga terdapat 
dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
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Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun  2018 Tentang Perizinan 
Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Dimana da-
lam Peraturan Menteri tersebut pengaturan 
mengenai DPS berbeda jika dibandingkan 
dengan peraturan Menteri yang sebelumnya 
(Petracca & Gallagher, 2020, p. 749). 

Pada tanggal 2 November 2020, peme-
rintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam 
rangkaiannya dengan undang-undang terse-
but, pemerintah telah menyelesaikan 51 Pe-
raturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU 
Cipta Kerja. 

Salah satu Peraturan Pemerintah terse-
but adalah PP No 7 Tahun 2021 yang beri-
si tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. PP tersebut merupa-
kan wujud pembenahan infrastuktur dan 
transformasi ekonomi dengan cara reformasi 
di bidang regulasi, sehingga diharapkan da-
pat mendorong kemudahan bagi komunitas 
masyarakat yang ingin mendirikan koperasi 
syariah (Nourma Dewi, 2017, pp. 104–105). 

 Pada peraturan baru tersebut terdapat 
penyederhanaan jumlah dan tugas Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) apabila dibanding-
kan dengan aturan DPS pada Peraturan Men-
teri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, dimana 
jika pada Permenkop dan UKM Nomor 11/
PER/M.KUKM/XII/2017, DPS dipersyaratkan 
2 orang dengan minimal seorang wajib me-
miliki sertifikat pelatihan Dewan Pengawas 
Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat 
standar kompetensi yang dikeluarkan oleh 
lembaga sertifikasi profesi yang telah mem-
peroleh lisensi sesuai dengan ketentuan pe-
raturan perundang-undangan (Ana Nurwak-
hidah, 2020, p. 56). 

Namun dalam PP No 7 Tahun 2021, 
hanya mensyaratkan wajibnya DPS bagi 
koperasi syariah, tanpa menyebutkan jum-
lahnya. Demikian juga peraturan baru terse-
but menyederhanakan tugas DPS jika diban-
ding peraturan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
Peraturan manakah yang seharusnya menjadi 

rujukan bagi dewan pengawas syariah kope-
rasi syariah?

2.	Metode
Dalam pemaparan serta keterangan 

dari rumusan persoalan yang udah dijelaskan 
pada sisi pendahuluan, penulis memanfaat-
kan cara analisis Yuridis Normatif. Analisis 
hukum normatif adalah analisis hukum yang 
menaruh hukum selaku suatu bangunan 
struktur etika. 

Arti dari struktur etika ialah tentang 
asas-asas, etika, peraturan dari ketetapan pe-
rundang-undangan, ketetapan pengadilan, 
persetujuan dan doktrin (tuntunan) (Mukti 
Fajar ND, 2010, p. 240). 

Tentang hal bahan hukum yang dipakai 
di analisis ini yaitu bahan hukum primer yang 
terdiri dalam Peraturan Perundang-Undan-
gan yang masih relevan, dan bahan hukum 
sekunder yang memberi dukungan analisa 
berbahan hukum primer dengan mengulas 
memanfaatkan Buku-buku serta jurnal-jurnal 
ataupun kajian kepustakaan yang berkaitan 
dengan Dewan Pengawas Syariah, Koperasi 
Syariah, dan lainnya yang berkaitan dengan 
rumusan serta pembahasan yang dijabarkan 
oleh penulis.

Dengan memanfaatkan cara analisis 
hukum normatif, jadi di artikel ini penulis 
bakal melaksanakan riset dengan tehnik des-
kripsi kualitatif. Tidak hanya memanfaatkan 
tehnik deskripsi kualitatif, penulis pun me-
manfaatkan pendekatan perundang-undan-
gan serta pendekatan analisa.

3.	Hasil dan Pembahasan

Pengertian Dewan Pengawas Syariah
DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah 

bagian dari struktural lembaga keuangan sy-
ariah yang bertugas mengawasi kegiatan dan 
praktik lembaga keuangan syariah agar  kon-
sisten dan berpegang teguh kepada prinsip 
syariah (Samsuri, 2021, p. 34). Dalam Pedo-
man Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional 
(DSN), Pasal 3 ayat 8 menegaskan bahwa 
Dewan Pengawas Syariah adalah perwakilan 
Dewan Syariah Nasional di suatu LKS yang 
berfungsi mengefektifkan kinerja DSN da-
lam lembaga keuangan syariah (Abdul Mu-
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jib, 2017, p. 134). Peraturan Menteri Kope-
rasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/
PER/M.KUKM/XII/2017, disebutkan bahwa 
pengawasan  koperasi  adalah upaya yang 
dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan 
Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan 
koperasi, dan masyarakat, agar organisasi 
dan usaha KSPPS dan USPPS (Unit Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah) koperasi 
diselenggarakan dengan baik sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.

Muhammad dalam bukunya menye-
butkan bahwa DPS merupakan struktur ke-
pengurusan yang melakukan fungsi penga-
wasan pada prinsip syariah di bank syariah 
yang dalam menjalankan fungsinya bertindak 
secara independen (Muhammad, 2011, p. 
28). 

UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lem-
baga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa 
DPS adalah dewan yang bertugas membe-
rikan pendapat kepada jajaran direksi serta 
mengawasi kegiatan lembaga keuangan mik-
ro agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/
POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan 
Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, 
yang dimaksud dengan DPS adalah bagian 
dari organ lembaga keuangan mikro yang 
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prin-
sip syariah. 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang 
dimaksud dengan DPS ialah orang yang di-
pilih melalui keputusan rapat anggota yang 
menjalankan tugas dan fungsi sebagai penga-
was syariah.

Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah
Dasar hukum adanya DPS koperasi 

syariah, yang pertama dapat dilihat dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ten-
tang Perbankan Syariah. Pasal 32 ayat (1) me-
nyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah 
wajib di bentuk di Bank Syariah dan Bank 
Konvensional yang memiliki Unit Usaha Sy-
ariah. Lebih lanjut dalam ayat (2) bahwa DPS 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)  
bertugas memberikan nasihat dan saran ke-
pada Direksi serta menagwasi kegiatan Bank 
agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
(Russell Sandberg, 2019, p. 199). 

Meski bunyi dan penjelasan dalam UU 
Perbankan Syariah menyebutkan “bank”, 
tetapi DPS adalah suatu struktur tersendiri 
yang membedakan bank/lembaga keuangan 
syariah dengan bank/lembaga keuangan kon-
vensional (Heradhyaska & Pamesti, 2021, p. 
81). 

 Dalam Pedoman dasar DSN-MUI 
(Bab II ayat 5) ditegaskan “Dewan Pengawas 
Syariah adalah badan yang ada di lembaga 
keuangan dan bisnis syariah dan bertugas 
mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) 
Dewan Syariah Nasional di lembaga keuan-
gan syariah”. 

Sementara itu, Pedoman rumah tang-
ga DSN-MUI (Pasal 3 ayat 8) menegaskan 
kembali, “Untuk lebih mengefektifkan peran 
DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bis-
nis syariah dibentuk DPS, sebagai perwakilan 
DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bis-
nis syariah yang bersangkutan”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Me-
nengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, 
DPS diatur dalam Bab IV Bagian ketiga, Pasal 
15 sebagai berikut: 

1.	 Dewan Pengawas Syariah ditetapkan 
oleh rapat anggota; 

2.	 Dewan Pengawas Syariah paling 
sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 
(satu) orang wajib memiliki sertifikat 
pendidikan dan pelatihan Dewan 
Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/
atau sertifikat standar kompetensi yang 
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi 
profesi yang telah memperoleh lisensi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

3.	 Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi 
Dewan Pengawas Syariah meliputi: 
a. berasal dari anggota atau dari luar 
Anggota Koperasi; b. tidak pernah 
dihukum karena melakukan tindak 
pidana yang merugikan korporasi, 
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keuangan negara, dan/atau yang 
berkaitan dengan sektor keuangan 
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum 
pengangkatan; c. tidak mempunyai 
hubungan keluarga sedarah dan 
semenda sampai derajat kesatu dengan 
Pengurus; d. Dewan Pengawas Syariah 
Koperasi sekunder dapat berasal dari 
Anggota Koperasi primer atau dari luar 
Anggota Koperasi; dan e. Persyaratan 
lain untuk dapat dipilih menjadi 
Dewan Pengawas Syariah diatur dalam 
anggaran dasar. 

4.	 Dewan Pengawas Syariah yang 
diangkat dari luar Anggota ditetapkan 
untuk masa jabatan 2 (dua) tahun 
dan dapat diperpanjang berdasarkan 
keputusan rapat anggota; 

5.	 Dewan Pengawas Syariah 
bertanggungjawab kepada rapat 
anggota; 

6.	 Dewan Pengawas Syariah 
diberhentikan oleh Anggota dalam 
rapat anggota; 

7.	  Dewan Pengawas Syariah memiliki 
tugas sebagai berikut: a. memberikan 
nasehat dan saran kepada Pengurus dan 
Pengawas serta mengawasi kegiatan 
Koperasi agar sesuai dengan Prinsip 
Syariah; b. menilai dan memastikan 
pemenuhan Prinsip Syariah atas 
pedoman operasional dan produk 
yang dikeluarkan oleh Koperasi; c. 
mengawasi pengembangan produk 
baru; d. meminta fatwa kepada DSN-
MUI untuk produk baru yang belum 
ada fatwanya; dan e. melakukan 
evaluasi secara berkala terhadap 
produk simpanan dan pembiayaan 
syariah. 

8.	  Dewan Pengawas Syariah melaporkan 
pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) huruf b dan 
huruf e kepada DSN-MUI paling 
sedikit 1 (satu) tahun sekali; (9) Dewan 
Pengawas Syariah dapat merangkap 
jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi 
lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Ta-
hun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, 
DPS diatur dalam Pasal 13 sebagai berikut: 
(1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdas-
arkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib mem-
bentuk dewan pengawas syariah; (2) Dewan 
pengawas syariah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat 
dan saran kepada direksi atau pengurus serta 
mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan 
prinsip syariah.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indo-
nesia Nomor 11 Tahun  2018 Tentang Peri-
zinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, aturan 
mengenai DPS terdapat pada Pasal 4 ayat (3) 
huruf g yang menyebutkan: Memiliki De-
wan Pengawas Syariah dengan rekomenda-
si DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/
Kota setempat atau memiliki sertifikat pendi-
dikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi 
KSPPS dan USPPS Koperasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No 7 Ta-
hun 2021 tentang Kemudahan, Perlindun-
gan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupa-
kan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pengaturan 
tentang DPS terdapat pada Pasal 17 sebagai 
berikut: (1) Koperasi syariah wajib mempu-
nyai dewan pengawas syariah; (2) Dewan 
pengawas syariah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas paling sedikit membe-
rikan nasihat dan saran kepada pengurus ser-
ta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai 
dengan Prinsip Syariah; (3) Dewan pengawas 
syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memiliki pengetahuan mengenai Prin-
sip Syariah. 

Untuk pembinaan dan pengembangan 
DPS disebutkan pada Pasal 18: (1) Kemen-
terian dan/atau kementerian yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agama melakukan pembinaan dan pengem-
bangan kapasitas dewan pengawas syariah 
pada Koperasi syariah; (2) Pembinaan dan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pela-
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tihan dan/atau bimbingan teknis;  (3) Dalam 
melaksanakan pembinaan dan pengemban-
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kementerian dan/atau kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama berkoordinasi dengan Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 
(4) Kementerian dan/atau kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama mendelegasikan pelaksanaan 
pembinaan atau pengembangan kapasitas 
dewan pengawas syariah koperasi syariah 
kepada gubernur dan/atau bupati/wali kota 
berdasarkan wilayah keanggotaan koperasi.1

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia

Tata urutan perundang-undangan di 
Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan 
(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, sebagaimana telah diubah den-
gan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
Tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentu-
kan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perun-
dang-undangan terdiri atas: 

a.	 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.	  Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat;

c.	 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang;

d.	 Peraturan Pemerintah; 
e.	 Peraturan Presiden; 
f.	 Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g.	 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Kekuatan hukum peraturan perundang-
undangan di atas sesuai dengan hierarki 
tersebut dan peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Salah satu peraturan perundang-un-

dangan yang tidak tercantum dalam hierarki 

1	 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, 
Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan 
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

tersebut di atas adalah peraturan Menteri. 
Namun Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa 
jenis peraturan perundang-undangan selain 
yang sudah disebutkan di atas termasuk pe-
raturan yang ditetapkan oleh :

1.	 Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR); 

2.	 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
3.	 Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
4.	 Mahkamah Agung;
5.	 Mahkamah Konstitusi; 
6.	 Badan Pemeriksa Keuangan;
7.	 Komisi Yudisial; 
8.	 Bank Indonesia; 
9.	 Menteri; 
10.Badan, Lembaga, atau komisi yang 

setingkat yang dibentuk dengan 
undang-undang atau pemerintah atas 
perintah undang-undang; 

11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota;

12.Gubernur, bupati/walikota, kepala 
desa atau yang setingkat. Peraturan 
perundang-undangan tersebut diakui 
keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan.
Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Ta-

hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-
Perundang-Undangan kaitannya dengan 
DPS, beberapa terdapat pada peraturan 
Menteri. Syarat-syarat terpenuhinya peratu-
ran Menteri sebagai aturan yang mengikat 
terdapat beberapa syarat, yaitu:

a.	 ada perintah untuk dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, atau atas 
dasar delegasi pembentukan peraturan 
perundang-undangan, dan; 

b.	  Dibentuk atas dasar kewenangan, 
atau atas dasar atribusi pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
Attamimi menjelaskan bahwa 
atribusi kewenangan pembentukan 



Pandecta. Volume 16. Number 2. December 2021 Page 368-379

374


peraturan perundang-undangan berarti 
dilahirkannya wewenang yang baru 
oleh konstitusi atau oleh pembentuk 
peraturan yang kemudian diberikan 
kepada suatu organ negara, baik yang 
sudah ada maupun yang baru dibentuk 
untuk itu (A. Hamid S. Attamimmi, 
1999, p. 352). 
Sedangkan yang dimaksud dengan de-

legasi dalam bidang perundang-undangan 
ialah pemindahan/penyerahan kewenangan 
untuk membentuk peraturan dari pemegang 
kewenangan asal yang mendelegasi (dele-
gans) kepada yang menerima delegasi (dele-
gataris) dengan tanggung jawab pelaksanaan 
kewenangan tersebut pada delegataris sendi-
ri, sedangkan tanggung jawab delegans ter-
batas sekali.

Pembentukan Peraturan Menteri pada 
dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya ke-
bijakan pemerintah yang perlu dituangkan 
dalam bentuk peraturan yang bersifat pelak-
sanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi 
(Sudiyana, 2017, p. 4). Oleh sebab itu Men-
teri atau pejabat setingkat menteri diberikan 
kewenangan untuk membuat peraturan yang 
bersifat pelaksanaan tersebut.

Hal tersebut dikarenakan menteri ada-
lah pembantu presiden yang membidangi 
urusan tertentu dalam pemerintahan, sehing-
ga berdasarkan prinsip kewenangan atributif, 
menteri diperbolehkan membuat peraturan 
meski pendelegasian tersebut tidak diperin-
tahkan atau tidak secara tegas diperintahkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang 
kedudukannya lebih tinggi. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan 
bahwa pada dasarnya peraturan menteri 
kedudukannya berada di bawah peraturan 
presiden dan merupakan peraturan perun-
dang-undangan tingkat pusat yang secara 
struktural berada pada level paling bawah 
dalam tata urutan peraturan perundang-un-
dangan di Indonesia.

Konflik Norma Pengaturan DPS Koperasi 
Syariah

Konflik norma dalam sistem hukum po-
sitif adalah masalah yang selalu menarik di-
bahas, khususnya di negara-negara di mana 

undang-undang sebagai sumber utama hu-
kum formal (M. Yasin Al-Arif, 2017, p. 179). 

Di Indonesia terdapat banyak sekali 
produk hukum tertulis sehingga menimbul-
kan pertanyaan tentang bagaimana hubun-
gan antara undang-undang tertulis yang satu 
dengan yang lainnya, hal yang menjadi pen-
ting untuk diketahui solusinya karena men-
genai kekuatan hukum tertulis yang mengikat 
sebagai ketentuan hukum yang sah (Achsan, 
M Hafizh, 2020, pp. 737–738). Perundang-
undangan terdiri dari kumpulan norma hu-
kum yang terkandung dalam beberapa jenis 
peraturan tertulis yang mengikat umum dan 
diatur ke dalam sebuah hierarki yang me-
nentukan posisi dan kekuatan hukumnya 
(Samekto, 2017, p. 205). 

 Satu norma dan norma lainnya terben-
tuk dan ditegakkan atas dasar kemauan un-
tuk memberikan landasan yuridis untuk sua-
tu tindakan hukum sehingga norma-norma 
tersebut harus saling terkait menjadi hubun-
gan yang sistematis dan harmonis. 

Namun dalam prakteknya sering ter-
jadi konflik norma dimana ada dua atau le-
bih norma hukum saling kontradiktif dalam 
objek pengaturan yang serupa. Persoalan ini 
menjadi serius manakala berlakunya salah 
satu norma akan mengabaikan atau melang-
gar norma lainnya. 

Konflik norma dapat terjadi antar re-
gulasi yang lebih rendah dan lebih tinggi 
(vertikal), di antara aturan yang setara (hori-
zontal), atau bahkan antar norma dalam satu 
alat pengaturan itu sendiri (internal) (Li et al., 
2020, pp. 921–922). 

Menurut Hans Kelsen, konflik norma 
atau dalam bahasa Inggris disebut the con-
flict rules, terjadi ketika apa yang diatur da-
lam ketentuan suatu norma dan apa yang 
diatur dalam norma lain tidak sesuai sehin-
gga manakala kita mengikuti atau melaksa-
nakan salah satu norma tersebut pasti akan 
atau mungkin mengarah pada pelanggaran 
norma lainnya (Hans Kelsen, 1979, p. 99). 
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa 
konflik norma terjadi bilamana terdapat dua 
norma yang kontradiktif dalam sebuah objek 
pengaturan, sehingga pengesampingan perlu 
dilakukan terhadap salah satu norma yang ti-



Wempy Setyabudi Hernowo &  Muhammad Fikri Aufa, Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias ...

375



dak bisa diterapkan. 
Konflik norma bertautan dengan tum-

pang tindih pengaturan, dimana dua peratu-
ran berbeda mengatur suatu pengaturan yang 
sama. Dalam prakteknya, kondisi tumpang 
tindih ini pada dasarnya tidak terlalu pen-
ting jika pengaturannya tidak bertentangan 
satu sama lain (Hasim, 2019, pp. 170–171). 
Meski demikian, menghindari adanya tum-
pang tindih pengaturan sebisa mungkin harus 
dilakukan (Vlies, 2005, p. 225).van Karena 
jika terjadi tumpang tindih, dengan mengatur 
ulang hal-hal yang telah diatur dengan tidak 
hati-hati dan tidak akurat dapat mencetuskan 
perbedaan interpretasi dalam penerapannya.

Obesitas hukum menjadi masalah 
yang melekat pada sebuah negara hukum. 
Penyebabnya adalah terjadinya disharmoni 
peraturan (ditandai dengan adanya konflik 
norma) yang tercipta karena banyaknya pera-
turan yang dibuat (Ibnu Sina Chandranegara, 
2019, p. 436). 

Banyak hal yang sering menyebabkan 
konflik norma terjadi antara lain keberadaan 
peraturan perundang-undangan dituntut un-
tuk selalu mengikuti secara dinamis perkem-
bangan kebutuhan masyarakat.

 Regulasi undang-undang dibagi men-
jadi beberapa tingkatan yang tersusun dalam 
hierarki, dan substansi hukum mencakup 
aspek kehidupan masyarakat yang sangat 
rumit. Disamping itu, konflik norma dapat 
dapat timbul sebagai sebab adanya klaim 
perlindungan hukum terhadap kepentingan 
yang kontradiktif dan ketidakpastian tentang 
isi dari hukum tersebut.

Indonesia adalah sebuah negara yang 
memiliki struktur lembaga pemerintahan 
cukup padat, sehingga hal tersebut menim-
bulkan potensi masalah persimpangan kewe-
nangan dan produk peraturan yang tumpang 
tindih antar lembaga. 

Tumpang tindihnya peraturan terse-
but memungkinkan lahirnya peraturan yang 
disharmoni, bias makna dan multitafsir. Hal 
ini terjadi juga dalam hal pengaturan dewan 
pengawas syariah koperasi syariah, dimana 
pada beberapa aturan yang ada, menimbul-
kan bias makna dan multitafsir.

Asas Konflik Norma dan Penggunaannya 
Dalam Pengaturan DPS Koperasi Syariah

Dalam dunia hukum, baik hukum na-
sional maupun internasional, asas konflik 
norma menjadi kajian yang menarik untuk 
didiskusikan (Kaffah & Susetyo, 2020, p. 
277). Prinsip asas konflik norma ini digu-
nakan sebagai dasar prioritas aturan hukum 
terhadap aturan hukum lainnya dengan me-
lihat tiga kriteria, yaitu: hierarki, kronologi, 
dan spesifisitas (Francois Ost, 2002, p. 86). 

Merujuk dari ketiga kriteria tersebut 
maka dapat diketahui asas, prinsip, atau 
kaidah hukum: “lex superior derogat legi 
inferiori”(aturan yang lebih tinggi berlaku 
lebih dibanding aturan di bawahnya), “lex 
posterior derogat legi priori” (aturan kemudi-
an berlaku di atas aturan yang sebelumnya), 
dan “lex specialis derogat legi generali” (atu-
ran yang lebih spesifik berlaku lebih dari yang 
kurang spesifik).

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Asas ini secara harfiah bermakna 

bahwa norma/aturan hukum yang berkedu-
dukan lebih tinggi menegasikan berlakunya 
norma/aturan hukum yang kedudukannya 
lebih rendah. Jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan di Indonesia telah dia-
tur ketentuannya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-Undangan, seba-
gaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 
Tahun 2019. Menurut Hans Kelsen, asas ini 
sejalan dengan Stufenbau der Rechtsordnung 
(teori tangga peraturan perundang-undan-
gan) (Prakoso, 2017, p. 175). Teori ini me-
nyatakan bahwa norma/peraturan yang lebih 
tinggi memiliki kekuatan mengikat terhadap 
norma/peraturan yang ada di bawahnya. 
Dengan kata lain norma/peraturan yang lebih 
tinggi menjadi dasar kekuatan pengikat bagi 
norma/peraturan yang ada dibawahnya, oleh 
karenanya norma/peraturan yang lebih ren-
dah tidak boleh bertentangan dengan norma/
peraturan yang lebih tinggi. Norma/peraturan 
yang lebih rendah akan dikesampingkan bila-
mana ternyata norma/peraturan tersebut ber-
tentangan dengan yang kedudukannya lebih 
tinggi. Tujuan diterapkannya asas lex superior 
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derogat legi inferiori adalah supaya tidak ter-
jadi disharmoni peraturan manakala peratu-
ran tersebut telah disepakati dan kemudian 
dilaksanakan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perun-
dang-undangan terdiri atas: a. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusy-
awaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peratu-
ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Pre-
siden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 
ayat (1) menyebutkan bahwa jenis peratu-
ran perundang-undangan selain yang sudah 
disebutkan di atas termasuk peraturan yang 
ditetapkan oleh: 1. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR); 2. Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR); 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
4. Mahkamah Agung; 5. Mahkamah Konsti-
tusi; 6. Badan Pemeriksa Keuangan; 7. Komi-
si Yudisial; 8. Bank Indonesia; 9. Menteri; 10. 
Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang dibentuk dengan undang-undang atau 
pemerintah atas perintah undang-undang; 
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa 
atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan yang 
di dalamnya mengatur tentang DPS koperasi 
syariah diantaranya terdapat pada Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Me-
nengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017; 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun  2018 Tentang Perizinan Usaha 
Simpan Pinjam Koperasi, dan yang terkini 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Re-
publik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Ten-
tang Kemudahan, Perlindungan, dan Pem-
berdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah yang merupakan turunan 
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja. 

Jika merujuk pada aturan-aturan yang 
ada, maka Peraturan Pemerintah Repub-
lik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberda-
yaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah yang merupakan turunan dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja adalah peraturan perun-
dang-undangan yang memiliki kedudukan 
paling tinggi disbanding peraturan lainnya 
(Afriani & Kesuma, 2021, pp. 177–178). 

2. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori
Asas lex posterior derogat legi priori be-

rarti bahwa undang-undang (norma/aturan 
hukum) yang baru meniadakan keabsahan 
undang-undang yang lama (norma/aturan 
hukum). Asas ini hanya dapat diterapkan ke-
tika sebuah peraturan yang baru mempunyai 
kedudukan yang sama atau lebih tinggi dari 
norma hukum yang lama. Artinya hubungan 
antar norma merupakan hubungan antara 
“superordinasi” dan “subordinasi” dimana 
keabsahan peraturan yang lebih rendah se-
lalu berasal dari peraturan yang lebih tinggi. 
Oleh karena itu, tidak mungkin peraturan 
yang lebih rendah meniadakan peraturan 
yang lebih tinggi meskipun peraturan yang le-
bih rendah adalah peraturan yang kemudian. 
Penerapan asas ini, maupun penerapan asas 
lex superior, tidaklah sulit karena ada uku-
ran yang pasti dalam menentukan peraturan 
mana yang merupakan peraturan baru, yaitu 
dengan melihat waktu mulai berlakunya se-
cara kronologis. Dalam pembentukan pera-
turan perundang-undangan, penerapan asas 
ini lazim dilakukan dengan memasukkan 
norma derogasi (derogation norm) dalam ke-
tentuan penutup peraturan yang telah dite-
tapkan. Norma tersebut menyatakan bahwa 
dengan berlakunya suatu peraturan baru, 
maka peraturan lama tersebut dinyatakan di-
cabut dan tidak berlaku lagi (Ibrahim, 2020, 
pp. 722–723). 

Dalam beberapa peraturan perundan-
g-undangan tentang DPS, tidak dimasukkan 
norma derogasi dalam ketentuan penutup 
peraturan yang telah ditetapkan, sehingga 
hal tersebut menimbulkan kerancuan ten-
tang aturan mana yang akan dijadikan da-
sar pengaturan tentang DPS. Namun karena 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, 
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
merupakan turunan dari Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 
adalah peraturan yang terbaru, maka rujukan 
ideal aturan mengenai DPS berdasarkan asas 
ini adalah PP Nomor 7 Tahun 2021.

3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
Asas lex specialis derogat legi generali 

berarti undang-undang (norma/aturan hu-
kum) yang secara khusus meniadakan keab-
sahan suatu undang-undang (norma/aturan 
hukum) yang bersifat umum. Hukum yang 
bersifat khusus diutamakan daripada pen-
gaturan yang umum dan tidak terbantah-
kan bahwa semua sesuatu yang berhubun-
gan dengan hal khusus sebagai yang paling 
penting. Rasionalitas prioritas untuk hukum 
khusus ini adalah aturan hukum yang khusus 
tentu lebih relevan dan kompatibel dan lebih 
disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan 
mata pelajaran yang lebih spesifik yang tidak 
mampu dicakup oleh hukum umum.

Penerapan asas lex specialis bukanlah 
sesuatu yang mudah karena tidak ada uku-
ran baku untuk menentukan secara mutlak 
bahwa suatu peraturan perundang-undan-
gan lebih bersifat khusus terhadap peraturan 
perundang-undangan yang bersifat umum 
lainnya. Satu aturan dengan aturan lainnya 
bersifat relatif dalam hal hubungan umum-
khususnya. Kadang-kadang suatu peraturan 
ditempatkan sebagai lex specialis, tetapi da-
lam kaitannya dengan peraturan lain dapat 
juga ditempatkan sebagai lex generalis. 

Namun, pemastian lex specialis pada 
kasus terjadinya konflik norma bukanlah hal 
yang tidak mungkin. Ilmu hukum bukanlah 
bidang ilmu pasti yang dalam setiap perta-
nyaan selalu ada jawaban benar atau salah. 
Kebenaran dalam ilmu hukum tidaklah mut-
lak, tetapi pencarian jawaban yang rasional 
dan dapat diterima dapat ditempuh dengan 
menggunakan pendekatan logika hukum 
yang sistematis.

Beberapa hal yang dapat dijadikan pe-
doman dalam menerapkan asas lex specialis 
derogat legi generali, yaitu sebagai berikut: 
(Manan, 2004, pp. 100–101) 

1.	 Ketentuan yang didapati dalam aturan 
hukum umum tetap berlaku, kecuali 
yang diatur khusus dalam aturan 

hukum khusus tersebut;
2.	 Ketentuan lex specialis harus sederajat 

dengan ketentuan lex generalis 
(misalnya, undang-undang dengan 
undang-undang); dan

3.	 Ketentuan lex specialis harus berada 
dalam lingkungan hukum (rezim) yang 
sama dengan lex generalis, misalnya: 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
(KUH Dagang) merupakan lex specialis 
dari Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) karena berada 
dalam lingkungan hukum yang sama, 
yaitu lingkungan hukum keperdataan.
Penerapan hukum khusus terhadap 

hukum umum harus selalu dilakukan secara 
parsial, sehingga norma hukum yang umum 
akan tetap berlaku sebagai latar belakang 
yang memberikan arah penafsiran hukum 
terhadap norma-norma khusus tersebut (Fa-
dilah, 2021, p. 13). 

Norma hukum khusus merupakan pen-
gecualian terhadap norma hukum umum. 
Norma hukum khusus menimbulkan “celah 
hukum” dalam suatu tatanan hukum atau 
norma yang bersifat umum, karena norma 
hukum khusus memiliki ruang lingkup pen-
gaturan yang lebih konkrit dan spesifik se-
hingga dapat melenceng sebagian dari keten-
tuan hukum yang bersifat umum.

Dengan demikian, dapat dipahami 
bahwa hubungan antara peraturan yang ber-
sifat umum dan khusus adalah saling meleng-
kapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan 
umum yang berkaitan dengan objek peratu-
ran khusus tetap berlaku sepanjang tidak dia-
tur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, 
peraturan khusus mengisi dan melengkapi 
pengaturan yang tidak dapat dicakup oleh 
peraturan umum (Muhtarom, 2016, p. 95). 

 Hal ini dapat digunakan sebagai cara 
untuk menguji apakah suatu peraturan me-
rupakan peraturan khusus, yaitu dengan 
melihat apakah objek pengaturan dalam 
peraturan khusus tersebut juga terikat pada 
pengaturan umum dalam peraturan umum.

Cara lain untuk menentukan apakah 
aturan hukum adalah aturan khusus ada-
lah dengan melihat anteseden (yang dise-



Pandecta. Volume 16. Number 2. December 2021 Page 368-379

378


but sebelumnya) dari aturan. Pada kasus ini, 
menggunakan asas lex specialis derogat legi 
generali sebagai alat argumentatif yang tam-
paknya mengatur ulang arti sistematis dari 
norma-norma umum sehingga norma umum 
tidak bertentangan dengan norma tertentu. 
Sebuah norma dinyatakan sebagai norma 
khusus jika anteseden dari norma setidaknya 
mengandung faktor kunci yang tidak disenga-
ja oleh norma-norma umum.

Dalam beberapa aturan perundang-
undangan mengenai DPS, tidak ada satupun 
aturan yang berlaku sebagai lex specialis di-
banding peraturan yang lainnya. Definisi DPS 
dengan sangat gamblang dijelaskan pada Pe-
raturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/
XII/2017 dibanding dengan peraturan perun-
dangan yang lainnya, tetapi Permenkop ter-
sebut bukanlah lex specialis jika dibanding-
kan dengan aturan yang lain karena tidak 
memenuhi persyaratan sebagai lex specialis 
sebagaimana pedoman yang telah dijelaskan 
di atas.

4.	Penutup 
Dalam pengaturan mengenai Dewan 

Pengawas Syariah terdapat perbedaan-per-
bedaan antara peraturan perundang-un-
dangan yang satu dengan yang lainnya. Hal 
tersebut menimbulkan kerancuan terkait atu-
ran mana yang seharusnya dipakai, sehingga 
hal tersebut menimbulkan persoalan konflik 
norma karena adanya disharmoni antara pe-
raturan yang satu dengan yang lainnya. Asas 
konflik norma merupakan metode pendeka-
tan untuk mencari jawaban atas perbedaan-
perbedaan aturan tersebut. 

Melalui pendekatan tersebut, Peratu-
ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindun-
gan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupa-
kan turunan dari Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah 
peraturan yang ideal dan memiliki validitas 
kekuatan hukum sebagai dasar rujukan  men-
genai pengaturan tentang Dewan Pengawas 
Syariah jika dibandingkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lainnya.
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